ANALISIS YURIDIS DAN MAQASID ASY-SYARI'AH
TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN ANTARA
WARGA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DI
KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA
TENGAH

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA

STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
DANANG KURNIA AWAMI
14380022

PEMBIMBING:
ISWANTORO,;S.H,; M{H.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019



ABSTRAK

Konflik lahan antara PTPN IX dan Masyarakat terjadi di
Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kedua belah
pihak saling mengklaim kepemilikan hak atas tanah sehingga
menimbulkan konflik lahan. Pihak PTPN IX mengklaim bahwa PTPN
IX berhak terhadap tanah tersebut dikarenakan memiliki HGU. Di sisi
lain, masyarakat mempermasalahkan status HGU tersebut dikarenakan
adanya penyelewengan dalam prosedur kepemilikan hak tersebut.
Konflik yang tidak kunjung selesai menjadi bahan menarik untuk
menjadi penelitian. Berdasarkan hal itu, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah (1) apakah pemberian HGU terhadap PTPN IX
sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan di Indonesia?
(2) bagaimana pandangan magashid syariah dalam konflik kepemilikan
hak atas tanah di kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen?

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan metode
penelitian hukum vyuridis sosiologis berbasis pada hukum normatif.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Seluruh hasil penelitian dianilisis dengan
menggunakan sudut pandang Negara Hukum, Negara Kesejahteraan,
Peraturan tentang Agraria, dan Magashid Syari’ah. Analisis ini
dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian terhadap fakta
atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pertanahan di
Sambirejo, Sragen yang tidak kunjung selesai sampai saat ini
disebabkan adanya kecacatan di setiap prosedur dalam konflik tersebut.
Hal tersebut menunjukkan ada persoalan. yang tidak tuntas di Negara
Indonesia_ sebagai Negara Hukum dalam menyelesaikan konflik
pertanahan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA.
Sedangkan, magashid mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan
petani di Kecamatan Sambirejo untuk: menjawab permasalahan dalam
konflik.

Kata kunci: negara hukum, hak atas tanah, magashid syariah



ABSTRACT

Agrarian conflict occurred in Sambirejo, Sragen, Central of
Java between PTPN IX and the residents. Both of parties mutually
claim ownership over the land rights. PTPN X claimed that they have
a right over the land because they have a Cultivation Rights. On the
other hand however, the residents question the status of the Cultivation
Right that indicate abuse of ownership procedure. This never ending
conflict become an interesting topic to study. Based on this topic, the
formulation of the problem are (1) Do the Cultivation Rights issuance
procedures for PTPN 1X comply with statutory regulations? (2) What is
the view of magashid sharia concept in the ownership conflict in
Sambirejo, Sragen, Central of Java?

This study examined by sociological jurudical in legal research
method with statute approach and conceptual approach. All results of
study were analyzed using the viewpoints of the rule of law, the welfare
state, the regulation of agrarian affairs, and the Magashid Sharia. This
analysis is carried out to provide a prescription or assessment of the
legal facts from the results of study.

The results of this study indicate that agrarian conflicts in
Sambirejo, Sragen that have not been resolved due to defects in each
procedure. This shows that there is an incomplete problem in Indonesia
as a State of Law in resolving agrarian conflicts in accordance with the
values contained in UU 5/1960. Meanwhile, magashid considers
aspects of the interests of farmers in Sambirejo to solve the conflicts.

Keyword : law states; land ownership rights; magashid syariah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No0.158/1987 dan no. 05436/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1998.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf )
Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
) Tidak | )
} Alif i Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& sa S es (dengan titik di atas)
d Jim | Je
ha (dengan titik di
c ha b
bawah)
d Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er
J Zali 74 Zet
o Sin s Es
G Syin Sy Es dan ye
es (dengan titik di
ol sad S
bawah)
de (dengan titik di
ua dad d
bawah)




h @ . te (dengan titik di
bawah)

5 ” } zet (dengan titik di
bawah)

i ‘ain Koma terbalik di atas

£ Gain G Ge

< Fa F Ef

it Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

o Nun N En

3 Wau W We

2 Ha H Ha

s Hamzah < Apostrof

] Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap,
contoh:
2| Ahmadiyyah
C. Ta’ Marbutah di-Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang
sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat,
zakat, dan sebagainya.
ela  ditulis jama ah
2. Bila dihidupkan ditulis t.

4 e ditulis ni'matullah



Okall 38 ditulis  zakatul-fit}ri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang
a panjang ditulis a, i panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis T,
masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
Llala ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif magsir, ditulis a (garis di atas)
(s ditulis yvas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)
L ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis G (dengan garis di atas)

U ditulis furad}

F. Vokal-vokal Rangkap
1. Fathah dan ya mati ditulis ai, contoh:
Ay Bainakum
2( "Fathah.dan wawu mati ditulis au, contoh:

J 3 Qaul

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan

dengan apostrof (°)

20%%
«l

gl A’antum

P

Cai'ga Mu’annas

Xi



. Kata Sandang Alif dan Lam
1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

Sisa Al-Qur’an
oabgal) Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan
huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan
huruf | (el)-nya.
sl As-Sama’
eadd) Asy-Syams

Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
1. Dapat ditulis menurut penulisannya.
sas Al s 3 ditulis Zawi al-furid
2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam
rangkaian tersebut, contoh:
420 a ditulis Ahl as-Sunnah
Sy ditulis  Syaikh al-Islam atau
Syaikhul-Isiam
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia memiliki hubungan erat sekali dengan tanah.
Manusia membutuhkan tanah untuk melangsungkan kehidupannya.
Sayangnya, luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat
terbatas, sedangkan jumlah manusia yang membutuhkan tanah
semakin bertambah. Kebutuhan tanah tidak hanya sebatas rumah
ataupun pertanian. Kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial,
budaya, dan teknologi menghendaki tersedianya tanah untuk
perkebunan, pabrik-pabrik, perkantoran, pariwisata, jalan, dan lain-
lain.® Banyaknya kebutuhan manusia tersebut seringkali
menimbulkan ketimpangan di lapangan, seperti rakyat (terutama

yang berbasis tani) dengan pengusaha ataupun negara.

Rakyat sangat membutuhkan tanah, karena tanah
merupakan sumber kehidupan mereka. Di sisi lain, negara dan
pengusaha juga membutuhkan tanah. Negara membutuhkan tanah
untuk membangun infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik.
Pengusaha membutuhkan tanah untuk ekspansi_lahan bisnisnya.
Kebutuhan para pihak tersebut melahirkan perbenturan. Seringkali,
perbenturan terjadi antara warga dan pengusaha.” Perbenturan antar

kepentingan tersebut sering menjadi sumber timbulnya konflik

! R. Soehadi, Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah Sesudah Berlakunya
Undang-Undang Pokok Agraria, (Surabaya: Karya Anda, t.t.), him. 14,

? Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus
Pertanahan, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), him. 32



pertanahan. Di balik konflik itu tidak hanya terdapat aspek
ekonomi, tetapi aspek politik, sosial, dan budaya juga. Penyebutan
istilah konflik pertanahan ini sesuai dengan pengertian yang
diberikan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah
Pertanahan. Konflik pertanahan adalah perbedaan nilai,
kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara warga atau
kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat
dengan badan hukum, masyarakat dengan masyarakat mengenai
status penguasaan dan/atau status kepemilikan dan/atau status
penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak
tertentu, atau status Keputusan Tata Usaha Negara menyangkut
penguasaan, pemilikan, dan penggunaan atau pemanfaatan atas
bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi,

sosial, dan budaya.’

Konflik pertanahan antara rakyat dengan pengusaha
ataupun rakyat dengan pemerintah pada dasarnya diakibatkan
adanya wacana —untuk meningkatkan ' pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan' negara  (BUMN . dan BUMD) mengelola dan
memperkuat ‘perkebunan-perkebunan dengan skala besar untuk
memperluas produksinya. Usaha tersebut dilakukan melalui

pengambilalihan tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai rakyat.*

® Bernhard Limbong, Konflik Pertanahan, cet. ke-1 (Jakarta: Margaretha
Pustaka, 2012), him. 50.

* Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus
Pertanahan, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), him.34.



Hal tersebut seperti yang terjadi di Kecamatan Sambirejo,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di Kecamatan Sambirejo,
terdapat konflik antara warga dengan PT. Perkebunan Nusantara
IX (PTPN IX). Warga di sana yang berprofesi sebagai petani ingin
merebut kembali lahannya dan PTPN IX sebagai perusahaan

negara yang berusaha memperluas lahan produksinya.

Pembahasan konflik yang terjadi di Kecamatan Sambirejo
tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Kemerdekaan Indonesia.
Peralihan pemerintahan dari Jepang ke pemerintahan baru oleh
Indonesia menjadikan tanah-tanah perkebunan milik Belanda
ditinggalkan pemiliknya dan terlantar. Tanah-tanah tersebut
kemudian diduduki oleh warga petani.” Begitu juga dengan warga
Sambirejo yang notebene bermata pencaharian sebagai petani,
mereka telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1945.

Pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan mengenai
pertanahan berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria- (UUPA). Berdasarkan
kebijakan tersebut, warga Sambirejo mendapatkan pembagian
tanah secara adil yang diatur oleh Kepala 'Desa setempat.
Kemudian pada tahun 1964, warga mendapatkan kekuatan hukum

terhadap ‘tanah ‘tersebut' berupa bukti'kepemilikan'melalui Surat

> Noer Fauzi Rachman, Petani dan Pengusaha: Dinamika Perjalanan Politik
Agraria Indonesia, (Yogyakarta: INSISTPress, 2017), him. 56.



Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah (SK KINAD) Jawa
Tengah, baik secara perwakilan atau individu.®

Konflik pertanahan di Kecamatan Sambirejo bermula sejak
tahun 1965. SK KINAD yang belum genap satu tahun tersebut
diminta oleh perangkat desa dengan alasan akan diperbarui. Di
waktu yang sama, Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang
sekarang bernama PT. Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)
berencana untuk memperluas lahan perkebunan dengan cara
menyewa tanah tersebut selama 25 tahun.” Ada rencana dari pihak
perangkat desa untuk menyewakan tanah tersebut kepada

Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

Rencana perluasan lahan perkebunan ditolak warga,
mengingat lahan tersebut merupakan sumber utama pencaharian
warga Sambirejo. Bertepatan dengan meletusnya peristiwa
Gerakan 30 September (Gestapu), terdapat isu yang merugikan
gerakan tani. Isu politik nasional yang berkembang pada saat itu
adalah tentang adanya gerakan tani yang berkaitan dengan Partai
Komunis Indonesia. Sehingga warga yang menolak perluasan
lahan perkebunan " dituduh  "sebagai PK} dan  diancam akan

dipenjarakan. Rumah' ataupun. sawah di atas lahan perluasan

8«K embalikan Tanahku”, http://atma-
solo.blogspot.com/2006/11/pendahuluan.html?m=1, akses 31 Mei 2018.

" Tatik sebagai Humas Polres Sragen, “Gaduh Sengketa Tanah PTPN IX vs
Warga Sambirejo, Kapolres Sragen Cek Lokasi”, http://www.tribratanews-
polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-
sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/, akses 31 Mei 2018.



http://atma-solo.blogspot.com/2006/11/pendahuluan.html?m=1
http://atma-solo.blogspot.com/2006/11/pendahuluan.html?m=1
http://www.tribratanews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/
http://www.tribratanews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/
http://www.tribratanews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/

tersebut terancam digusur dan dibabat.® Akhirnya, PTPN IX
menguasai tanah yang sebelumnya dikuasai warga. Banyak warga
yang terlantar hidupnya dan kehilangan sumber penghasilannya.®

Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PTPN IX berdasar
SK Mendagri No. 16/HGU/DA/82 baru terbit tahun 1982,
sedangkan ambil alih lahan olen PTPN IX sudah sejak tahun 1965.
Warga melihat kejanggalan dengan terbitnya HGU tersebut,
sehingga warga mempertanyakan status tanah sepanjang tahun
1965 hingga tahun 1982.

Permasalahan tidak berhenti di sana, HGU tersebut
kemudian diperpanjang pada tahun 2010, padahal HGU telah habis
sejak 31 Desember 2006. Permohonan pembaharuan HGU
selambat-lambatnya adalah dua tahun sebelum berakhirnya jangka
waktu tersebut.’® Lagi-lagi timbul pertanyaan tentang kepastian

hukum terhadap status HGU tanah tersebut.

Ketentuan-ketentuan HGU diatur dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria atau ,sering disebut, UUPA., Dalam Pasal .50 (2) UUPA
menerangkan  ketentuan terkait HGU lebih ‘lanjut' diatur dalam

8 «“Konflik Liahan Memulai/Penyelesaian Sengketa, BPN Jateng Laksanakan
Penelitian Lapangan Tanah Warga Sambirejo, Sragen”
,https://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=2641&lang=in, akses 31 Mei
2018.

% Wawancara dengan Supar, Ketua Organisasi Tani Lokal Bayanan 2, Desa
Jambeyan, Forum Pembela Keadilan dan Kebenaran Sambirejo, tanggal 24 April
2018.

1 Urip Santoso , Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, cet. ke-4
(Jakarta:Kencana, 2014), him.103.


https://lama.elsam.or.id/mobileweb/article.php?id=2641&lang=in

peraturan perundangan. Peraturan tersebut adalah Peraturan
Pemerintah (PP) No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.'

Konflik antara warga dengan PTPN IX tidak kunjung
selesai sampai sekarang. Meskipun tanah seluas +300 hektar
tersebut saat ini dikuasai oleh warga, namun kepemilikannya masih
berstatus konflik. Pihak PTPN IX mengklaim bahwa mereka
berhak atas tanah tersebut karena memiliki HGU. Maka dengan
dalil kepemilikan HGU tersebut, mereka menganggap bahwa
perlawanan yang dilakukan warga Sambirejo adalah perbuatan
melawan hukum.*® Di sisi lain, warga mempermasalahkan status
HGU yang dimiliki oleh PTPN IX, karena dianggap menguasai
secara melawan hukum juga. Konflik tersebut berdampak pada
kondisi sosial dan ekonomi warga yang notabene mayoritas
bermata pencaharian sebagai petani. Dampak perekonomian juga
dirasakan oleh PTPN IX. Menurut Pasal 6 UUPA, semua hak atas
tanah mempunyai  fungsi sosial, sehingga memerlukan

pertimbangan fungsi sosial dalam pemberian hak atas tanah.*?

Islam sebagat rahmat’bagi-semesta alam "tidak lepas dari

pembahasan ‘tentang pencapaian nilai-nilai sosial. /1slam tidak

1 bid., him. 101.

12 Tatik sebagai Humas Polres Sragen, “Gaduh Sengketa Tanah PTPN IX vs
Warga Sambirejo, Kapolres Sragen Cek Lokasi”, http://www.tribratanews-
polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-
sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/, akses 31 Mei 2018.

¥ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, Pasal 6.


http://www.tribratanews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/
http://www.tribratanews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/
http://www.tribratanews-polressragen.com/2017/10/06/gaduh-sengketa-tanah-ptpn-ix-vs-warga-sambirejokapolres-sragen-cek-lokasi/

menghendaki adanya ketimpangan di kehidupan umat manusia.
Upaya tersebut diejawantahkan dalam wujud syari’ah dengan
tujuannya. Tujuan atau nilai tersebut disebut sebagai magasid al-
syart’ah yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan
hukum.** Di dalam magasid al-syari’ah mempertimbangkan
perlindungan berbagai kebutuhan bagi keberlangsungan hidup
manusia, seperti agama, nyawa, harta, akal, keturuan, ataupun
kehormatan. Magasid al-syari’ah dapat menjadi tolak ukur
pertimbangan dalam konflik tanah yang akan dibahas, karena
adanya dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial

masyarakat.

Konflik antara warga dengan PTPN [X tidak hanya dapat
dipandang dari perspektif yuridis sebagai kepastian hukum, tetapi
juga membawa nilai-nilai sosialnya ataupun kesejahteraan. Namun,
hukum Islam dengan mengacu pada magasid al-syari’ah juga
dapat menjadi sudut pandang. Berdasarkan uraian-uraian
sebelumnya, dianggap perlu oleh penyusun untuk dikaji dengan
judul “Analisis Yuridis dan = Magdasid Syari’ah Terhadap
Konflik Pertanahan Antara Warga Dengan |PT. Perkebunan
Nusantara IX. di ' Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen,

Jawa Tengah.

% Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, “Konsep
Magashid Al-Syari’ah Dalam Menetukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan
Jasser Auda)”, Al-Igtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.
I Issue I, (Desember 2014), him. 51.



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana analisis hukum terhadap penguasaan tanah di lahan
konflik Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa
Tengah?
2. Bagaimana pandangan magasid syari’ah terhadap konflik
kepemilikan hak atas tanah di Kecamatan Sambirejo,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini

adalah:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi penguasaan warga dan
PTPN IX di lahan konflik Kecamatan Sambirejo, Kabupaten
Sragen, Jawa Tengah.

2. Menganalisis dan mengidentifikasi dengan sudut pandang
magqasid syari’ah terhadap sengketa kepemilikan hak atas
tanah di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa

Tengah.

Dengan; tercapainya /tujuan tersebut. diharapkan memperoleh

kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum maupun hukum Islam. Khususnya dalam melihat,
menganalisis, dan mengindentifikasi konflik pertanahan di
Indonesia.

2. Secara praktis,



a. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan
Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Penelitian
ini diharapakan dapat memberikan pemahaman tambahan
terkait hukum tentang pertanahan, khususnya tentang hak-
hak atas tanah.

b. Bagi pemerintah serta aparatur penegak hukum, penelitian
ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan dalam
penyelesaian konflik pertanahan.

c. Bagi mahasiswa, penelitian ini mampu menginspirasi
penelitian-penelitian lanjutan serta memberikan sudut
pandang yang berbeda bagi mahasiswa terhadap konflik
pertanahan dan wacana pembangunan di Indonesia yang
berkaitan dengan pertanahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka  memiliki beberapa  tujuan  utama:
menginformasikan penelitian lain yang berkaitan erat dengan
penelitian yang sedang dilakukan, menghubungkan penelitian
dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah yang
ada dalam penelitian ‘sébelumnya’®. IMaka dari itu; bérikut ini akan
disampaikan beberapa penelitian yang dianggap relevan (yang
selanjutnya disebut-penelitian terdahulu) dengan penelitian yang

sedang dilakukan.

Pertama, penelitian ini berjudul “Politik Hukum Hak Atas

Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39

1> John W. Creswell, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif,
Kuantitatid, dan Campuran Edisi Keempat, alih bahasa Achmad Fawaid dan
Rianiyati Kusmini Pancasari, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), him. 36-37.



Tahun 2014 Tentang Perkebunan”.’® Permasalahan yang dibahas
adalah tentang politik hukum hak atas tanah ulayat Masyarakat
Adat dalam UU Perkebunan yang tidak berkeadilan sosial.
Ketidakadilan tersebut menyebabkan konflik sosial yang terjadi
antara Masyarakat Adat dan pihak perusahaan perkebunan tidak

kunjung selesai, justru meningkat setiap tahunnya.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya faktor politik hukum
hak atas tanah ulayat Masyarakat Adat dalam UU Perkebunan yang
tidak berkeadilan sosial, yaitu komodifikasi tanah, memandang
tanah dari segi ekonomisnya saja, dan adanya pengabaian sejarah.
Dengan demikian, perlu adanya pembaharuan politik hukum
tentang perkebunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa atau

Pancasila.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah
metode yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan
metode penelitian normatif, berupa tinjauan pustaka serta
membahas peraturan perundang-undangan tentang perkebunan
terkait sangkut pautnya dengan Masyarakat Adat. Sedangkan pisau
analisis yang digunakan penelitian-ini berupa ‘teori ‘negara hukum
Pancasila_yang mensejahterakan, politik hukum, dan keadilan

sosial.

Kedua, penelitian oleh Clara Saraswati berjudul
“Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di Perbatasan Desa

181 inda Dewi Rahayu, “Politik Hukum Hak Atas Yanah Ulayat Masyarakat
Adat Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, Skripsi
Universitas Brawijaya (2017).
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Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa
Bandar Sakti Lampung Tengah)”.'” Penelitian terdahulu
dilatarbelakangi adanya sengketa kepemilikan tanah antara
masyarakat Desa Bandar Sakti dengan warga pribumi Desa
Gunung Agung yang tidak kunjung selasai selama 38 tahun.
Sengketa tersebut muncul ketika ada pengakuan kepemilikan tanah
di antara kedua belah pihak, yaitu pihak Transad TNI dan Ibu Hj.
Kutsiah. Penelitian ini dikaji dengan membandingkan antara
pandangan hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian

sengketa tanah tersebut.

Hasil penelitiannya adalah penyelesaian sengketa tanah di
atas sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam, vyaitu
berangkat melalui perdamaian. Penelitian tedahulu dapat
disimpulkan hanya mengulas proses penyelesaian sengketa yang
ada. Penelitian yang dilatarbelakangi karena sengketa yang tidak
kunjung selesai, ternyata sengketa tersebut sudah selesai. Ibu Hj.
Kutsiah menerima keputusan yang menyatakan bahwa Transad
TNI yang memiliki hak untuk kepemilikan tanah tersebut.

Ketiga, penehitian’ oleh-Riza Zuhelmy berjudul “Analisis
Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif. Politik Agraria
Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi

Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin

Y Clara Saraswati, “Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak Di
Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa
Bandar Sakti Lampung Tengah)”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung (2016).
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Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”.'®

Penelitian terdahulu mengangkat permasalahan tentang faktor
penyebab sengketa kepemilikan tanah dan bagaimana kebijakan
pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dalam
perspektif politik agraria Indonensia dalam kasus sengketa tanah
antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat Dusun Suluk Bongkal,
Desa Beringin, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi

Riau.

Riza Zulhemy mengulas penelitian dengan pemaparan
terkait kronologi sengketa kepemilikan tanah tersebut, sehingga
Riza dapat mengetahui faktor penyebab sengketa tersebut. Riza
juga memaparkan analisisnya melalui kebijakan-kebijakan
pemerintah terhadap penyelesaian sengketa tersebut, karena
memang pisau analisis yang digunakan adalah prespektif politik

agraria.

Hasil penelitian  yang didapat Riza adalah belum
dilaksanakannya penataan batas dalam pada area Hak Pengelolaan
Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi, sehingga
terjadinya tumpang tindih status tanah yang seharusnya milik
masyarakat di dalam area HPHT . Selanjutnya, dalam penyelesaian
sengketa seharusnya ada keterlibatan Pemerintah Kota/Kabupaten
dan Pemerintah Provinsi, karena sengketa tanah tersebut memiliki

lingkup lintas kota/kabupaten.

'8 Riza Zuhelmy, “Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif

Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi
dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau (2010).
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Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan
dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada objek penelitian,
yaitu sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan. Perbedaan
utama di antara keduanya adalah penelitian terdahulu melihat
dengan sudut pandang politik agraria dengan fokus kebijakan
penyelesaian, sedangkan penelitian ini menjadikan peraturan
perundang-undangan dan magasid al-syari’ah sebagai sudut
pandangnya.

Keempat, jurnal berjudul “Konflik Tanah Perkebunan di

Indonesia”*®

oleh J. Sembiring. Konflik perkebunan menimbulkan
kerugian bagi negara sekaligus bagi rakyat. Konflik yang sudah
terjadi selama berpuluh-puluh tahun selalu menimbulkan gejala
yang sama, yaitu pengembalian hak rakyat atas tanah tersebut.
Oleh sebab itu, jurnal ini mengangkat permasalahan tentang sebab
terjadinya konflik tanah perkebunan serta bagaimana upaya-upaya

penyelesaian konflik yang harus ditempuh.

Jurnal" ini -menguraikan alur -perjalanan konflik tanah
perkebunan dari pra hingga pasca-kemerdekaan. Dari sana, peneliti
dapat menunjukkan penyebab konflik ‘dari ‘beberapa aspek, seperti
hukum, politik, dan psikologis. Aspek. politik mengarah terhadap
pengumuman Perang Penguasa Daerah serta peristiwva Gestapu.
Kejadian tersebut menimbulkan penguasaan hak-hak atas tanah
menjadi kacau, ketidaktertiban administrasi, dan sebagainya.

Dilihat secara psikologis, adanya kecemburuan sosial terhadap

19'J. Sembiring, “Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia”, Jurnal Hukum
lus Quia lustum, No. 2 Vol. 13 Mei 2006 (13 Mei 2006), him. 279-292.
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kebijakan dalam melakukan pelepasan sebagian tanah perkebunan.
Kecemburuan sosial menyebabkan tanah yang dilepaskan tersebut
dikuasai oleh kelompok elit tertentu di beberapa daerah, seperti
Jawa Barat. Kesimpulan umum yang didapat tentang penyebab
konflik tanah adalah rakyat menggarap tanah tanpa dasar hukum

yang jelas.

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, jurnal ini juga
memaparkan upaya penyelesaian sengketa setiap masa.
Penyelesaian sengketa sebelumnya dilakukan secara represif serta
pembaruan kontrak, masa kemerdekaan dilakukan dengan mediasi
pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, dan masa ini mulai

dilakukan melalui lembaga arbitrase.

Pemaparan jurnal ini hanya berfokus pada penyebab
konflik serta upaya penyelesaian yang sudah dilakukan, sehingga
hanya bersifat deskriptif tanpa analisis serta tidak memberikan
solusi penyelesaian sengketa dengan pertimbangan-pertimbangan.
Hal tersebut menjadi salah satu perbedaan antara jurnal dengan
penelitian ini. Perbedaan yang lain adalah jurnal ini mencakup

sengketa tanah di-Indonesia.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Herlina Ratna Sambawa
Ningrum berjudul “Analisis ' Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa
Atas Tanah Berbasis Keadilan”?® Dalam tulisannya, Herlina

membahas tentang faktor sering munculnya masalah sengketa

% Herlina Ratna Sambawa Ningrum, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian
Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan”, Jurnal Pembaharuan Hukum, No.2 Vol. |
(Mei-Agustus 2014), him. 219-227.
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tanah dan strategi sistem penyelesaian sengketa tanah berbasis
keadilan. Ada 3 (tiga) faktor yang menjadi penyebab. Pertama,
sistem administrasi pertanahan yang lemah, sehingga sertifikasi
tanah tidak beres. Kedua, distribusi kepemilikan tanah yang tidak
merata, sehingga munculnya ketimpangan ekonomi, sosial,
ataupun politik yang berujung konflik. Ketiga, legalisasi
kepemilikan tanah yang berdasar pada bukti formal tanpa melihat
produktif atau tidaknya tanah tersebut.

Berdasarkan uraian faktor penyebab tersebut, Herlina
memformulasikan strategi penyelesaian sengketa tanah. Formulasi
tersebut dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu sistem
administratif, legistalif, dan yudikatif. Dalam adminsitratif, negara
membutuhkan profesional yang holistik. Yang ingin dicapai dari
administratif ini adalah struktur yang berorientasi pada proses,
bukan produk. Berbeda dengan administratif, legislatif lebih
berbicara tentang formil daripada materil. Strategi legislatif adalah
menyusun lembaga penyelesaian atas tanah. Strategi yudikatif ada
2 (dua), yaitu membentuk Komisi Pertanahan Negara dan Lembaga

Peradilan-khusus'penyelesaian sengketa tanah:

Jurpal ini memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian
yang diuraikan sebelumnya. Meskipun jurnal ini juga menguraikan
permasalahan tentang ketimpangan peraturan-peraturan terkait
tanah, jurnal ini tidak terlalu fokus terhadap masalah-masalah di
lapangan. Jurnal ini fokus pada upaya-upaya penyelesaian. Hal
tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian ini

lebih menjabarkan permasalahan di lapangan. Penelitian ini juga
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mengarah pada sudut pandang Islam, melalui magasid al-syari’ah

dalam menjawab permasalahan.

E. Kerangka Teoretik
1. Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Welfare State atau negara kesejahteraan merupakan suatu
konsep negara hukum. Konsep ini menjadikan pemerintah
harus memberikan perindungan bagi warganya bukan hanya
dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial dan
ekonomi. Pemerintan  memiliki tanggungjawab dalam
menjamin kepentingan umum. Aspek yang semula urusan
masyakarat menjadi urusan pemerintah juga, seperti kesehatan,
pendidikan, pertanahan, dll. Welfare state memberikan
pemerintah kehendak untuk melakukan penyelenggaraan

kesejahteraan umum.**

2. Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Terwujudnya manusia yang bersikap adil dalam suatu negara
menjadikan terciptanya negara hukum. Tujuan negara hukum
tidak-1ain‘adalah-perwujudan warganya yang berdasarkan pada
keadilan.?*"Yang dimaksud negara hukum_adalah negara

berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Segala

?L'S. F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi
Negara, cet. ke-6 (Yogyakarta: Liberty, 2011), him. 45.

22 Ni’'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review, cet. ke-
1 (Yogyakarta: Ull Press, 2005), him. 2.
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kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara

semata-mata berdasarkan hukum.?

Prof. Dr. Sudargo Gautamam, S.H. mengemukakan

terdapat 3 (tiga) ciri dari Negara Hukum, yaitu:?*

a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap
perorangan

b. Asas legalitas yang berarti setiap tindakan negara harus
berdasarkan hukum yang harus ditaati oleh warga dan
pemerintah atau aparaturnya.

c. Pemisahan kekuasaan

Dari ketiga ciri tersebut, penelitian ini menitiktekankan
pada asas legalitas. Keberadaan asas legalitas penting untuk
menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum dapat
dimaknai sebagai kejelasan dan  ketegasan dalam

menjalankan hukum di dalam masyarakat.*®
3. Politik Hukum Pertanahan

Setelah- lima belas tahun -merdeka,. Bangsa-Indonesia untuk
pertama kalinya menyusun dasar peraturan mengenai Hukum

Agraria/Hukum Tanah Nasional. Peraturan tersebut dibangun

2 Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, cet. ke-1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), him. 8.

* Ibid., him. 10.
? Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), him. 219.
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berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong (DPR_GR) serta disahkan oleh Presiden Soekarno,
UUPA berlaku pada tanggal 24 September 1960.%

Kelima sila Pancasila diejawantahkan ke dalam UUPA
melalui peletakan dasar-dasar bagi ketiga bidang, yaitu
penyusunan hukum agraria nasional, kesatuan dan
kesederhanaan, serta kepastian hukum. Semua itu bertumpu
pada kepentingan rakyat. Ketiga bidang tersebut terdapat
dalam Penjelasan Umum |1 UUPA tentang 3 (tiga) tujuan
pokok UUPA, diantaranya:?’

Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria
nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan
kemakmuran, kebahagian dan keadilan bagi Negara dan
rakyat, terutama tani, dalam rangka masyarakat adil dan

makmur;

a. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan
kesederhanaan, dalam-hukum pertanahan;

b. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian
hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat

seluruhnya.

® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, cet. Ke-12 (Jakarta: Djambatan, 2008), him. 132.

" 1bid., him. 219.
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Keharusan terwujudnya Pancasila dalam UUPA sebagai
bukti bahwa hukum Nasional harus berpedoman kepada

falsafah bangsa Indonesia.

UUPA mengatur tentang hak-hak atas tanah. Macam-
macam hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak
Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai,
Hak Guna Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah
Pertanian. Untuk Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.?
4. Magashid Al-Syari’ah

Syari’at Islam diturunkan oleh Allah tidak lain untuk
mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hal
ini juga dikemukakan oleh al-Syathibiy dalam kitabnya al-
Muwafaqgat -~ fi  Usal al-Syari’ah  bahwa tujuan pokok
disyariatkan shukum , Islam-—atau . disebut ,maqasid al-syari’ah
adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Kemaslahatan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam
kebutuhan-"manusia” untuk “dipelihara. Pertama, kebutuhan
dhaririyat merupakan segala hal yang menjadi sendi
eksistensi  kehidupan manusia yang harus ada demi

kemaslahatan mereka, diantaranya agama, nyawa atau jiwa,

% Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, cet. Ke-4
(Jakarta:Kencana, 2014), him. 84.
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akal, keturunan, dan harta. Kedua, kebutuhan hajiyat
merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh
manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala
halangan. Yang terakhir adalah kebutuhan tahsiniyat, tindakan
atau sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-
mukarim al-akhlaq (budi pekerti mulia), serta pemeliharaan
tindakan-tindakan dalam bidang ibadah, adat, dan muamalat.”

Klasifikasi yang diungkapkan oleh al-Syathibi berupa
kebutuhan manusia secara hierarki beserta turunan-turunannya
disebut sebagai al-Magasid klasik. Seiring bergantinya waktu
atau zaman, al-Magasid mengalami perkembangan. Al-
Magqasid klasik tersebut menuai kritik oleh penggagas al-
Magasid kontemporer. Al-Magasid klasik hanya tertuju pada
subjek yang berbau individu (kehidupan, harga diri, dan harta
individu) daripada masyarakat (bermasyarakat, harga diri
bangsa, dan ekonomi nasional). Dari kritik tersebut, para
penggagas kontemporer memunculkan 3 (tiga) golongan
dalam pembagian al-Magasid, yaitu:*

a. “Al-Magasid -umum ~memperhatikan “Kkeniscayaan dan
kebutuhan  dalam “hukum  Islam  secara ‘menyeluruh.
Keadilan, _ universilitas, / dan’ kemudahan juga

ditambahkan dalam al-Magasid.

» Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), him. 49-53.

% Jaser ‘Audah, Al-Magasid Untuk Pemula, alih bahasa ‘Ali ‘Abdelmon’im,
(Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), him. 13-14.
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b. Al-Magasid Spesifik yang dapat diperhatikan pada salah
satu bab tertentu dalam hukum Islam, seperti mencegah
monopoli pada bab mu’amalat.

c. Al-Maqasid Parsial meliputi apa yang dianggap sebagai
maksud llahi di balik suatu teks atau hukum tertentu.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris dibagi menjadi 2, yaitu yurudis
sosiologis (sociological jurisprudence) dan sosiologi tentang
hukum (sociology of law). Penelitian ini menggunakan
penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis
sosiologis berbasis pada hukum normat if, tetapi bukan
mengkaji tentang sistem norma dalam perundang-undangan.
Penelitian. ini._mengamati reaksi dan.interaksi yang terjadi

ketika sistem norma bekerja didalam masyarakat.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan konseptual 1 (conceptual ' approach). pendekatan
konseptual berarti dengan bertolak pada pandangan-pandangan
yang berkembang di dalam  hukum._bersangkutan dengan
konflik pertanahan antara warga dengan PT. Perkebunan

Nusantara 1X di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen,

3! Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.
47.
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Jawa Tengah.* Dalam hal ini, pandangan-pandangan tidak
hanya dalam wacana hukum positif, tetapi wacana hukum

Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

primer dan sekunder sebagai berikut:*

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil
penelitian yang dilakukan di lapangan atau langsung di
dalam masyarakat yang biasa disebut sebagai bahan
nonhukum dalam penelitian hukum.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil
penelahaan kepustakaan yang berkaitan dengan kajian

penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Seperti yang disebut di atas, dalam penelitian ini
menggunakan bahan nonhukum sebagai data primer dan bahan

hukum sebagai data sekunder. Bahan-bahan tersebut adalah:

a. -Bahan nonhukum yang,digunakan.dalam penelitian ini
adalah data-data lapangan, wawancara, dialog dan lain-
lain sepanjang ada relevansi dengan topik penelitian.

b. "‘Bahan hukum' primer “merupakan bahan"hukum yang

bersifat mempunyai otoritas, seperti perundang-

%2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. ke-8, (Jakarta: Kencana,
2013), him. 133.

% Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian

Hukum Normatif dan Empiris, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.
156.
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undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan

hakim.** Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan-Peraturan Pokok Agraria;

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan

4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai Atas Tanah

5) Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi
tentang hukum. Dalam penelitian ini yang digunakan
lebih kepada buku-buku teks dan jurnal-jurnal
hukum.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan melakukan telaah terhadap
hasil", pengolahan data ' ‘dengan. dibantu @ teori-teori yang
dipaparkan. di ‘kerangka teori:*® Dalam penelitian ini, analisis
ini dilakukan dengan mengacu peraturan perundang-undangan

serta konsep magasid al-syart’ah.

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. ke-8, (Jakarta: Kencana,
2013), him. 181.

% Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian
Hukum Normatif dan Empiris, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him.
183.
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Seluruh hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan,
kemudian diidentifikasi dan dianilisis dengan menggunakan
sudut pandang yang sudah ditentukan. Analisis ini dilakukan
untuk memberikan preskripsi atau penilaian terhadap fakta

atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis dan
Magqasid Asy-Syari’ah Terhadap Konflik Pertanahan Antara Warga
Dengan PT. Perkebunan Nusantara IX di Kecamatan Sambirejo,
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah”, sistematika penulisan yang

dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang uraian secara umum tentang
sejarah konflik lahan di kecamatan Sambirejo, kabupaten Sragen,
Jawa Tengah. Konflik ini terkait dengan tuntutan masyarakat
terhadap HGU yang dimiliki oleh PTPN X di atas tanah yang saat
ini digarap oleh masyarakat. Uraian tersebut ditungkan dalam sub-
bab latar belakang. Latar belakang ini yang menjadi dasar
munculnya pertanyaan oleh peneliti. Dalam bab ini juga
menguraikan _tujuan— dan Kegunaan_ penelitian, _telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang uraian teori yang digunakan
peneliti untuk dijadikan pisau analisis terhadap permasalahan
dalam penelitian ini. Uraian tersebut meliputi Konsep Negara
Hukum Dan Kepastian Hukum, Politik Pertanahan, Serta Magasid

Asy-Syari’ah.
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Bab ketiga berisi gambaran umum tentang masalah. Ada
uraian tentang data-data hasil penelitian di lapangan yang berlokasi
di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Data-
data yang diuraikan juga termasuk data yang didapat dari instansi-
instansi terkait, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat yang
mengadvokasi konflik tanah di Sambirejo. Data yang diungkap
adalah kronologi terjadinya konflik pertanahan di Sambirejo,
kondisi lahan yang berstatus konflik tersebut, serta kondisi sosial
dan ekonomi masyarakat. Penulis juga tidak menutup
kemungkinan menguraikan hal-hal lain yang sekiranya diperlukan

untuk penelitian.

Bab keempat berisi dari uraian di bab-bab sebelumnya,
berupa kerangka teori dan gambaran di lapangan. Penulis lebih
lanjut akan.membenturkan kedua hal tersebut sebagai proses
analisis. Analisis tersebut meliputi tinjauan peraturan perundang-
undangan terhadap kedudukan PTPN 1X di lahan konflik serta
tinjauan Magasid Asy-Syari’ah terhadap kepemilikan hak atas

tanah di Sambirejo.

Bab.terakhir adalah bab kelima yang berisi-kesimpulan atas
uraian-sebelumnya terkait konflik pertanahan 'di -Sambirejo. Dari
kesimpulan © tersebut, penulis * memberikan saran ataupun
rekomendasi kepada pemerintah atau peneliti selanjutnya. Dengan
demikian, hal ini dapat menjadi pertimbangan kepada pihak-pihak

terkait dalam menindaklanjuti konflik pertanahan di Sambirejo.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Konflik pertanahan yang dialami oleh PTPN IX dan Warga

Kecamatan Sambirejo (bergabung di dalam FPKKS) tidak

kunjung selesai sampai saat ini. Hal itu dikarenakan

kejadian masa lalu yang melatarbelakangi terjadinya konflik
tersebut. Kejadian-kejadian terdahulu adalah:

a. Proses pengadaan tanah yang tidak ada persetujuan dan
dianggap merugikan rakyat. Kondisi ini dibuktikan
dengan adanya proses pemaksaan oleh pihak perusahaan
dalam pengadaan tanah serta ada keterlibatan
pemerintah dalam menipu rakyat;

b. Perlawan rakyat untuk merebut lahan yang dulunya
milik kakek-nenek mereka. Perlawanan ini muncul
akibat proses di poin huruf “a”. proses perlawanan
rakyat menimbulkan kontroversi, karena berbeda haluan
dengan peraturan perundang-undangan.

c. < Pemerintah ' tidak: ymemberikan -informasi yang jelas
terkait status tanah konflik serta pemerintah tidak tegas
dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di
Kecamatan Sambirejo

2. Persoalan yang rumit terjadi di atas merupakan salah satu
contoh bukti kecacatan dalam konflik pertanahan. Hal
tersebut memberikan penjelasan bahwa ada persoalan yang
tidak tuntas di Negara Indonesia sebagai Negara Hukum.

Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara Hukum
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3.

sekaligus Negara Kesejahteraan harus menyikapi kasus
konflik pertanahan di Kecamatan Sambirejo dengan serius
serta berlandaskan kepada nilai-nilai kesejahteraan, hak
asasi manusia, dan pertimbangan ide yang terkandung
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Magasid asy-Syari’ah sebagai tujuan hukum Islam itu
sendiri tidak bisa dilepaskan oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Pengembangan vyang dilakukan oleh Jasser Auda
menawarkan bahwa perlu adanya keterlibatan Hak Asasi
Manusia (HAM). Dalam hal ini, magasid ini mampu untuk
menjawab persoalan yang ada di konflik pertanahan di atas
dengan berdasarkan kepada HAM. Dengan demikian,
persoalan ini diarahkan untuk mempertimbangkan aspek-
aspek kepentingan petani di Kecamatan Sambirejo.

Hukum pertanahan dalam Islam mengakomodir esensi dari
maqasid melalui indikator yang tersedia. Ketentuan-
ketentuan yang harus ada dalam hak kepemilikan membantu
untuk implementasi magasid_ itu sendiri. Berangkat dari
ketentuan: yang ; ada- tersebut - akan— mengarahkan
penyelesaian ‘konflik tersebut dengan menuntas akad di
awal. Dua syarat yang menjadi pertimbangan adalah perihal
keadilan sosial serta berimbang tanpa merugikan pihak lain.

Dalam hal ini dipandang akan mendapat win-win solution.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka perlu

dipertimbangkan beberapa hal di bawah ini untuk

ditindaklanjuti, yaitu:

1. Pemerintah melakukan upaya penyelesaian konflik
pertanahan di Kecamatan Sambirejo dengan berdasarkan
pada cita-cita Negara Hukum serta Negara Kesejahteraan
berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang mengandung nilai-nilai hak
asasi manusia

2. Pemerintah melaksanakan amanat Peraturan Presiden
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria untuk
menjadi langkah penyelesaian konflik berdasarkan peraturan
perundang-undangan tanpa menghilangkan sisi
kesejahteraan bagi kaum petani di sana

3. Penelitian ini perlu diperdalam dengan penelitian-penelitian
yang akan datang, karena penelitian ini tidak terlepas dari
ketidaksempurnaan.

4. Masyarakat dapat melakukan kajian _terkait dengan
penelitian; ini. Kajian dalam perspektif konvensional dan
Islam ‘ini” bisa "‘menjadi jalan tengah untuk ‘penyelesaian
konflik.
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